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PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Alloh SWT Tuhan Yang
Maha Esa dengan tersusunnya Review Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Periode
2015-2019 sebagai penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis
Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.

Kondisi ekonomi makro Indonesia yang tidak menguntungkan
akibat harga komoditas ekspor yang turun dan tidak tercapai-
nya target penerimaan pajak menyebabkan Pemerintah me-
ngambil langkah untuk melakukan penghematan anggaran
dengan kebijakan blokir (selfblocking) TA. 2016. Kebijakan ini
berdampak terhadap pencapaian target dan Kkinerja Ditjen

Prasarana dan Sarana Pertanian.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan
Review terhadap Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian Periode 2015-2019 agar
pelaksanaan program pembangunan infrastruktur lahan dan
air, penyediaan pembiayaan petani, penyediaan pupuk dan
pestisida, serta dukungan alat dan mesin pertanian, selama
lima tahun ke depan dapat berjalan lebih terarah dan
terkoordinasi sehingga dapat mewujudkan masyarakat petani
yang sejahtera sebagai salah satu target utama Kementerian
Pertanian 2015-2019.



Akhirnya kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan
menyumbangkan pemikirannya dalam penyusunan buku ini,

diucapkan terima kasih.
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Lampiran 1.

Lampiran 2.

DAFTAR LAMPIRAN

Target Pembangunan Dan Kebutuhan Pendanaan
Pembangunan Tahun 2015-2019 Kementerian
Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan

Sarana Pertanian.

Indikator Kinerja Tujuan Kegiatan Tahun 2015-
2019 Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian.



BAB II.
VISI, MiISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi

Dalam merumuskan Visi dan Misi Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai landasannya adalah

Visi dan Misi Kementerian Pertanian, sebagai berikut :

Visi Kementerian Pertanian adalah: Terwujudnya Kedaulatan

Pangan dan Kesejahteraan Petani.

Misi Kementerian Pertanian adalah: (1) Mewujudkan
ketahanan pangan dan gizi (2) Meningkatkan Nilai Tambah
dan Daya Saing Komoditas Pertanian (3) Mewujudkan
kesejehteraan petani (4) Mewujudkan Kementerian Pertanian
Yang Transparan, Akuntabel, Profesional, dan Berintegritas
Tinggi.

Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
periode 2015-2019 adalah “Terwujudnya Pembangunan
Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Kedaulatan

Pangan dan Kesejahteraan Petani”
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2.2. Misi

Misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan perluasan dan perlindungan lahan pertanian.

b. Mengembangkan pengelolaan air dan irigasi pertanian.

c. Memfasilitasi penyediaan, penyaluran, dan penggunaan
pupuk bersubsidi melalui PSO sesuai azas 6 (enam) tepat
jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu, dan harga serta
meningkatkan pengawasan terhadap pupuk dan pestisida
beredar.

d. Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan
sektor pertanian serta mendorong perlindungan usaha tani
melalui pengembangan asuransi pertanian.

e. Menyelenggarakan sistem mekanisasi pertanian di

Indonesia.

2.3. Tujuan

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian adalah “Melaksanakan penyediaan dan pengem-
bangan Prasarana dan Sarana Pertanian yang meliputi aspek
pengelolaan dan perlindungan lahan, pengelolaan air irigasi,
pembiayaan pertanian, pupuk dan pestisida, serta alat dan

mesin pertanian”
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2.3.1. Tujuan strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan

Sarana Pertanian tahun 2015-2019 dicapai

dengan:

1)

2)

3)

4)

5)

Tersedianya lahan pertanian dalam
mendukung pengembangan komoditas
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
dan peternakan.

Terwujudnya Pengelolaan air irigasi pertanian
dalam mendukung pengembangan komoditas
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan
peternakan.

Tersalurnya pupuk bersubsidi sesuai azas 6
(enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu,
mutu, dan harga) serta lebih teraturnya
peredaran pupuk pestisida di lapangan sesuai
peraturan yang berlaku.

Terfasilitasinya pembiayaan dan perlindungan
usaha tani.

Terwujudnya sistem mekanisasi pertanian di
Indonesia sesuai dengan arah pembangunan

pertanian.
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2.3.2.

2.3.3.

Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka
Menengah :

Untuk mengukur sejauh mana Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian telah mencapai
tujuan strategis tersebut diatas maka ditetapkan
indikator kinerja dan target kinerja yang harus
dicapai pada akhir tahun kelima (2019). Indikator
kinerja tersebut merupakan indikator kinerja utama
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian sebagaimana tabel berikut:

No., Tujuan Indikator Kinerja Utama Target 2015-2019
1 [Melaksanakan penyediaan |Jumlah penambahan Luas  [Penambahan Luas Areal
dan pengembangan Areal Pertanaman Pertanaman seluas
Prasarana dan Sarana 1.933.605 Ha

Pertanian yang meliputi
aspek pengelolaan lahan,
pengelolaan air irigasi,
pembiayaan pertanian,
pupuk dan pestisida, serta
alat danmesin
pertanianpertanian

Indikator Kinerja Tujuan Kegiatan Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian :

Untuk mengukur kinerja tujuan Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian yang berada
dalam unit kerja lingkup Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian, sebagaimana

pada lampiran 2.



2.4. Sasaran

Sasaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

adalah: Penambahan Luas Pertanaman seluas 1.933.605 Ha.

Terwujudnya penambahan luas pertanaman seluas 1.933.605

Ha dicapai melalui kegiatan :

1. Perluasan dan perlindungan lahan pertanian.

2. Peningkatan ketersediaan air untuk sektor pertanian.

3. Peningkatan fasilitasi penyaluran pupuk dan pengawasan
pestisida.

4. Peningkatan fasilitasi pembiayaan, pemberdayaan kelem-
bagaan, dan permodalan pertanian, serta peningkatan per-
lindungan terhadap resiko.

5. Peningkatan penyediaan dan pemanfaatan alat dan mesin
pertanian.

6. Dukungan manajemen dan teknis kegiatan prasarana dan

sarana pertanian.
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3.1.

BAB. 11l
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Strategi

Strategi yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan

misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

adalah sebagai berikut :

1)

2)

Good Governance

Melaksanakan manajemen penyediaan dan pengembang-
an prasarana dan sarana pertanian yang efisien, bersih,
transparan, bebas dari KKN dengan penyelenggaraan
disiplin anggaran dan penciptaan kebijakan yang men-
dorong peran serta stakeholder terkait baik di pusat

maupun daerah sesuai dengan peta kewenangannya.

Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Lahan
dan Air Secara Lestari

Melaksanakan pengembangan lahan melalui penyem-
purnaan data luasan lahan pertanian, tata aturan penge-
lolaan lahan dan air, pengendalian alih fungsi lahan,
perluasan areal pertanian, optimalisasi lahan terlantar/
tidur, konservasi dan rehabilitasi, reklamasi, jalan usaha
tani dan jalan produksi pertanian (tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan dan peternakan) serta meningkat-



3)

4)

kan kesuburan dan produktivitas lahan melalui
pengelolaan air yang efisien dan efektif dengan
mengembangkan dan merehabilitasi jaringan irigasi
ditingkat usahatani, jaringan irigasi desa, dan Tata Air

Mikro (TAM) melalui partisipasi masyarakat.

Sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim
terutama kenaikan suhu udara dan ketersediaan air di saat
musim kemarau sehingga perlu tersedia sumber irigasi
suplementer dengan teknik pemanenan air (water

harvesting) seperti embung/dam parit dan sumur resapan.

Menetapkan Skala Prioritas Kawasan Pengembangan
Melaksanakan penetapan skala prioritas kawasan pe-
ngembangan pertanian yang berbasis komoditas.
Perkembangan otonomi daerah yang telah dilaksanakan
bisa dipandang positif, kondisi ini dapat membangun
sistem pembagian manfaat ekonomi secara lebih adil dan
merata antar wilayah, antar pelaku ekonomi (pengentasan
kemiskinan) dan antar generasi yang dapat memberikan
dampak positif (langsung maupun tidak langsung)
terhadap perbaikan ekosistem lokal maupun global. Oleh
karena itu penetapan skala prioritas kawasan pengem-
bangan pertanian berbasis komoditas perlu dikaji skala
ekonominya dengan baik.

Mendorong Pola Partisipatif
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5)

6)

32 |

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat/petani dalam
pengelolaan lahan dan air dengan meningkatkan
kemampuan SDM melalui pengarusutamaan gender
(PUG) agar mandiri dan proaktif melalui kegiatan-kegiatan
penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana
pertanian dalam suatu wadah organisasi/kelompok petani
yang kuat dan mandiri. Fasilitasi pemerintah harus
diselenggarakan untuk mendorong = kreatifitas dan
memberdayakan usaha masyarakat dan memberdayakan
usaha masyarakat, antara lain melalui pola Bantuan

Sosial.

Menggalang Sinergi dan Meningkatkan Mutu Koordinasi

Melaksanakan penggalangan sinergi semua instansi
terkait dalam memberdayakan potensi sumber daya
pertanian yang ada untuk pengelolaan prasarana dan

sarana pertanian.

Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani
yang Feasible dan tidak Bankable, adalah mengoptimal-
kan skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebagian
bunga bank disubsidi oleh pemerintah serta mengem-
bangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)
dari Gapoktan PUAP di pedesaan untuk pembiayaan

usaha mikro dan ritel.



7

8)

9)

Strategi Perlindungan petani dan usaha tani adalah
mengembangkan skema pembiayaan dalam rangka
perlindungan petani dan usaha taninya melalui fasilitasi
program asuransi bagi kerugian petani akibat kegagalan

panen.

Strategi Penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi,
dengan mendorong penggunaan pupuk majemuk dan
pupuk organik melalui pemberian subsidi harga pupuk dan
bantuan langsung pupuk, serta bantuan sarana pengolah

pupuk organik di tingkat petani.

Strategi dalam meningkatkan pengawasan pupuk dan
Pestisida, yaitu dengan mendorong peran pemerintah
daerah dalam pengawasan pupuk dan pestisida melalui
peningkatan kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan
Pestisida (KP3) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Pupuk dan Pestisida.

10) Strategi pelaksanaan penyediaan alat dan mesin pertanian,

yaitu melaksanakan manajemen penyediaan dan pe-
ngawasan alat dan mesin pertanian yang efisien, bersih,
transparan, bebas dari KKN dengan penyelenggaraan
disiplin anggaran dan penciptaan kebijakan yang men-
dorong peran serta stakeholder terkait baik di pusat

maupun daerah sesuai dengan peta kewenangannya.
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11) Strategi pengembangan alat dan mesin pertanian secara
selektif dan progresif, yaitu dengan melaksanakan
pengembangan alsintan melalui optimalisasi penggunaan
alsintan dan pemanfaatan teknologi alat dan mesin
pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas,
efisiensi, serta kualitas semua sumber daya termasuk

sumber daya tenaga kerja.

12) Strategy pengawasan alsintan, yaitu pemberdayaan
petugas pengawas melalui peningkatan kompetensi

petugas pengawas dan penyediaan sarana pendukung.

13) Strategy penumbuhan dan pengembangan UPJA dan
bengkel alsintan, yaitu pemberdayaan kelembagaan UPJA
dan bengkel Alsintan melalui peningkatan kompetensi
SDM, organisasi dan bisnis serta penerapan inovasi

teknologi dibidang alat dan mesin pertanian.

3.2. Arah Kebijakan

Kebijakan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian, dalam rangka menunjang pembangunan pertanian
untuk menghasilkan beragam pangan sehat dan produk
bernilai tambabh tinggi berbasis sumberdaya lokal dalam rangka
meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani

adalah sebagai berikut:
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1) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran :
Meningkatnya Iluas areal pertanian pada kawasan
tanaman pangan, ditempuh melalui :

a. Penambahan Baku Lahan (PBL)

b. Pendekatan kawasan yang berskala ekonomi

c. Kesesuaian daya dukung dan agropedoklimat

d. Partisipasi dan pemberdayaan petani

e. Peningkatan efektivitas pembelajaran melalui

pendampingan.

2) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran:

Perlindungan lahan, adalah :

a) Kebijakan perlindungan kawasan pertanian produktif
yang diperlukan untuk mempertahankan lahan
pertanian pangan berkelanjutan, melalui peningkatan
koordinasi dengan instansi terkait di dalam penetapan
kawasan dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi/Kabupaten (RTRWP/K).

b) Kebijakan konservasi lahan dilakukan  melalui
pemberdayaan masyarakat pada lahan pertanian kritis,
semi kritis, dan potensial kritis.

3) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: basis
data lahan dalam pengembangan infrastruktur pertanian

melalui program audit lahan pertanian.



4)

5)

6)

a) Kebijakan dalam penyediaan data dan informasi luas
baku lahan pertanian yang akurat, relevan, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

b) Kebijakan tentang jaringan data spasial Nasional
berdasarkan Informasi Geospasial (IG) yang diterapkan

dalam One Map Policy.

Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran:
terwujudnya upaya optimasi dan rehabilitasi lahan,

dilakukan melalui mengoptimalkan pemanfaatan lahan.

Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran:
tercapainya pengembangan sumber air alternatif dan skala
kecil, adalah :

a. Diprioritaskan pada kawasan kekeringan dengan
mendayagunakan baik air permukaan maupun air
tanah.

b. Pengembangan sumber air alternatif dan skala kecil
secara berkelanjutan dengan cara partisipatif.

Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran:
tercapainya pengembangan jaringan irigasi dan optimasi
pemanfaatan air irigasi, adalah:

a. Peningkatan fungsi prasarana irigasi,

b. Penerapan teknologi hemat air

c. Peningkatan partisipasi masyarakat.



7)

8)

d. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelembagaan.
Petani Pemakai Air (P3A), melalui :
- Peningkatan kemampuan P3A dalam Pengelolaan
Air Irigasi dan Produksi Pertanian.
- Pengelolaan irigasi secara partisipatif.

- Pengembangan jejaring dan kemitraan P3A.

Kebijakan yang terkait dengan pengembangan konservasi

air dan lingkungan hidup serta antisipasi perubahan iklim,

adalah :

a) Pengembangan teknik pemanenan air dengan pem-
bangunan embung/dam parit/longstorage.

b) Pengembangan teknik penyerapan air ke dalam tanah
dengan sumur resapan.

c) Pengembangan Model Adaptasi Perubahan Iklim
(PMAPI).

Kebijakan terkait dengan revitalisasi pembiayaan petani

dan kelembagaan petani dalam rangka meningkatkan

ketersediaan pembiayaan/kredit bagi petani, fokus pada :

a) Pembiayaan yang bersumber dari dana perbankan.

b) Pembiayaan yang bersumber dari dana BUMN/ CSR.

c) Pembiayaan yang bersumber dari dana lembaga
Keuangan Non Bank.

d) Pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan swasta

dan masyarakat.
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9)

e) Pembiayaan yang bersumber dari dana masyarakat tani
dan atau masyarakat yang peduli terhadap pertanian.

f) Pembiayaan yang bersumber dari dana pemerintah
pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD Propinsi
dan APBD Kabupaten/Kota).

g) Pembiayaan yang bersumber dari lembaga keuangan
mikro dan lembaga adat yang berkembang di
masyarakat; serta sumber pembiayaan lainya.

h) Pengembangan asuransi usaha tani padi (AUTP) untuk
menanggulangi resiko gagal panen.

i) Pengembangan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)
untuk menanggulangi resiko kematian dan kehilangan
ternak sapi.

Kebijakan terkait pupuk dan pestisida, adalah:

a) Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor
pertanian guna mendorong penerapan pemupukan
secara berimbang guna meningkatkan produktivitas dan
kualitas hasil komoditas pertanian.

b) Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan
pestisida ramah lingkungan.

c) Fasilitasi pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida

pertanian.



10) Kebijakan pengembangan alsintan, didalamnya memuat
beberapa hal sebagai berikut :

a) Kebijakan yang terkait dengan sasaran meningkatnya
kepemilikan alsintan pada 33 propinsi sebesar 3-5 %,
adalah: (a) sosialisasi pelaksanaan kegiatan kepemilik-
an alsintan, (b) koordinasi dengan Dinas Propinsi dan
Kabupaten/Kota guna pemantapan kegiatan kepemilik-
an alsintan, (c) kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan
kepemilikan alsintan.

b) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya
penumbuhan dan pengembangan UPJA Pemula, Ber-
kembang dan Profesional, meningkat masing-masing
10%, 10% dan 15% per tahun, adalah : (a) sosialisasi
Permentan No.25 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penumbuhan dan Pengembangan UPJA, (b) Pem-
bentukan Tim UPJA, (c) kebijakan pemberdayaan
dalam pengelolaan UPJA, (d) peningkatan peranan
UPJA dalam pengembangan alsintan, (e) kebijakan
peningkatan integrasi subsistem pengguna, penyedia
alsintan, permodalan dan pembinaan dalam keberlan-

jutan kelembagaan UPJA.
c) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya

pengembangan bengkel alsintan di 33 propinsi, adalah :

(a) sinkronisasi dan koordinasi dengan instansi terkait.



(b) peningkatan peranan produsen alsintan dalam
pengembangan bengkel.

(c) peningkatan keahlian pengelola bengkel alsintan.

d) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya

pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan

alat dan mesin pertanian yang berdayaguna dan

berhasil guna di 33 provinsi meliputi:

(a) sosialisasi pengawasan alsintan.

(b) meningkatkan jumlah dan kompetensi petugas
pengawas alsintan.

(c) meningkatkan sarana pengawasan alsintan.

e) Kebijakan yang terkait dengan kualitas koordinasi dan
sinkronisasi dalam pengembangan, pengawasan dan
kelembagaan alsintan di 33 Provinsi dalam rangka
peningkatan forum komunikasi dan informasi pengem-

bangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan.

3.3. Program Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian.

Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

adalah: Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana

dan Sarana Pertanian dengan indikator kinerja program

adalah: (disesuaikan dgn atas)

1) Tersedianya kebijakan, norma, standart, pedoman, kriteria

dan prosedur di bidang prasarana dan sarana pertanian.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Terlaksananya bimbingan teknis dan pengawasan di
bidang prasarana dan sarana pertanian.

Tersedianya dan teroptimalisasinya pendayagunaan lahan
dan air dalam mendukung pengembangan komoditas
tanaman  pangan, hortikultura, perkebunan dan
peternakan.

Berkembangnya sistem pembiayaan usaha pertanian yang
fleksibel dan mudah diakses oleh petani serta sistem
perlindungan usaha petani dan mitigasi resiko usaha
petani melalui Asuransi Pertanian.

Tersedianya dan Tersalurkannya pupuk dan pestisida
sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu,
mutu dan harga).

Berkembangnya sistem mekanisasi pertanian di Indonesia
melalui kebijakan pengembangan, pemanfatan, pe-
ngawasan dan kelembagaan alat dan mesin pertanian
yang sesuai dengan arah pembangunan pertanian.
Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan
lembaga dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan prasarana dan
sarana pertanian untuk mendukung ketahanan pangan
nasional.

Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholder
dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana dan
sarana pertanian secara efektif dan efisien untuk kegiatan

pertanian berkelanjutan.
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9) Terselenggaranya manajemen dan administrasi pem-
bangunan berdasarkan prinsip profesionalitas, integritas,

transparansi dan akuntabilitas.

- ‘ II "mm‘iﬁl?!!":'u "

A

(
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BAB. IV
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian 2015-2019 merupakan kelanjutan dari
program/ kegiatan tahun 2011-2014 yang telah dilaksanakan
pada periode lalu. Sesuai dengan kebijakan Menteri Pertanian
sebagai penanggung jawab pelaksana pembangunan
pertanian, maka Visi, Misi dan Strategi Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2015
sampai dengan tahun 2019, untuk menjawab tantangan yang
akan dihadapi kedepan. Oleh karena itu, dokumen ini
diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta dapat
menyatukan operasionalisasi dari semua pihak yang terkait
dengan penyelenggaraan penyediaan dan pengembangan
prasarana dan sarana pertanian, baik Pemerintah, institusi
kemasyarakatan untuk mencapai suatu arah yaitu terlaksana-
nya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program
yang sesuai dengan paradigma pembangunan serta kebutuhan
dan aspirasi masyarakat sebagai pengguna layanan
(beneficiaries/customer)  pembangunan  pertanian  pada
umumnya dan penyediaan dan pengembangan prasarana dan

sarana pertanian pada khususnya.
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Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian Tahun 2015-2019, disusun dengan memperhatikan
Renstra Kementerian Pertanian dan RPJM Tahun 2015-2019,
dan diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu
memberikan arah strategis, target dan sasaran yang tepat
tetapi fleksibel dengan perkembangan situasi yang terjadi
khusus di bidang prasarana dan sarana pertanian, sesuai

kondisi spesifik lokasi.
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